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 The purpose of this study is to determine the 

implementation of local government accountability, the 

implementation of the principles of accountability and 

transparency in government accountability and the 

constraints it faces, and to analyze the relationship 

between accountability and transparency in providing 

benefits to promote the welfare of village communities. 

Analytical methods were used to evaluate research 

variables, multi-scale models were used to increase the 

credibility and accuracy of measurements. A five-step 

Likert scale was used from strongly disagree to strongly 

agree. Questionnaires were built according to the 

objectives and research variables. The results of this 

study are expected to be an example of village fund 

management in improving the welfare of village 

communities in realizing accountability and transparency 

of all parties, be it the person in charge, implementer and 

even the community. 

ABSTRAK:  

 

Keywords:  

Transparancy, Accountability, 

Vilage fund 

 

Kata kunci:  

Tranparancy, Akuntabilitas, Dana 

Desa 

 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah, 

implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi 

dalam pertanggungjawaban pemerintah dan kendala 

yang dihadapi, serta menganalisis hubungan antara 

akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan 

manfaat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat 

desa. Metode Analisis digunakan untuk mengevaluasi 

mailto:wahyuni060689@gmail.com1,
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variabel penelitian, model multi-skala digunakan 

untuk meningkatkan kredibilitas dan akurasi 

pengukuran. Skala likert lima tahap digunakan dari 

sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kuisioner 

dibangun sesuai dengan tujuan dan variabel 

penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi contoh pengelolaan dana desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam 

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kesemua 

pihak baik itu penanggungjawab, pelaksana bahkan 

sampai ke masyarakat. 

 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di 

masyarakat. ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat 

pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan 

pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka 

diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. 

Tabel 1.  

Rincian Dana Desa Kecamatan Sawit Seberang Tahun 2018 

Nama Desa di Kecamatan 

Sawit Seberang 

Klasifikasi Desa (IDM) 

Tahun 2018 

Pagu Dana Desa 

Tahun 2018 

Alur Gadung Tertinggal Rp 705.028.000,- 

Simpang Tiga Sangat tertinggal Rp 692.118.000,- 

Sei litur tasik Tertinggal Rp 731.370.000,- 

Sawit Hulu Tertinggal Rp 748.038.000,- 

Mekar Sawit Berkembang Rp 723.627.000,- 

Alur Melati Tertinggal Rp 744.050.000,- 

Sumber: PP Bupati Langkat No.4 Tahun 2018 

 

Pemanfaatan ADD supaya mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan 

ketetapan undang-undang no 6 tahun 2014 penerimaan desa yaitu 30% untuk belanja 

operasional pemerintahan desa dan 70% untuk belanja publik dan tujuan kebijakan 

ADD belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya 

sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Proses pelaksanaan kebijakan dalam 

pengelolaan dana desa belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan memadai 

sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal 

sebagaimana mestinya (Ranidiah & Arianto, 2020; Triharyati & Nursita, 2020) . Dari 

data diatas terdapat satu desa yang sangat tertinggal, empat desa yang tertinggal dan 

hanya satu desa yang berkembang padahal untuk dana yang diterima antara yang 
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berkembang dan yang tertinggal tidak jauh berbeda. Hal ini lah yang membuat peneliti 

ingin menganalisis lebih lanjut terkait dana desa tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah, implementasi prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah dan kendala yang dihadapi. 

Serta menganalisis hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan 

manfaat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa melalui indikator transparansi 

yakni kesediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, 

keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Selanjutnya 

indikator akuntabilitas yakni segala aktifitas harus memperhatikan dan mengutamakan 

kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi tanggungjawab, aktifitas organisasi 

dilaksanakan dengan adil dan tidak merusak lingkungan sekitar, pelaksaanan ADD 

sesuai dengan aturan pemerintah. Penelitian ini sebagai ajang untuk melakukan 

penilaian dari sudut pandang masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang dianalisis 

langsung oleh tenaga pengajar agar pemerintah desa khususnya di Kecamatan Sawit 

Seberang melakukan hal-hal yang kiranya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat 

desa. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dana Desa 

Berdasarkan Undang-Undang no 4 tahun 2014, Dana Desa didefinisikan sebagai 

dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui 

APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Tujuan ADD adalah; mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan 

kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan 

keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, 

budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan social, meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong 

royong masyarakat desa, meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih 

dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas 

pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam 

pengelolaan dana desa (Aziz, 2016). 

Terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah  

(Mardiasmo, 2018), yaitu : 

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan. 

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses 

yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 

kepentingan masyarakat. 

2. Prinsip Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses 

penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-
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benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya 

memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk 

menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 

3. Prinsip Value for Money 

Prinsip ini diterapkan dalam tiga pokok proses penganggaran yaitu ekonomis, 

efisiensi, dan efektif. 

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good 

governance), menurut (Nisjar S. Karhi, 1997) adalah akuntabilitas (accountability), 

transparansi (transparacy), keterbukaan (openess), dan aturan hukum (rule of law) 

ditambah dengan kompetensi managemen (managemen competence) dan hak-hak asasi 

manusia (human right). Tidak jauh berbeda, (Widodo, 2001) menyebutkan ada empat 

unsur utama yaitu akuntabilitas (accountability), adanya kerangka hukum (rule of law), 

informasi dan transparansi. 

 

Transparansi 

Transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan 

informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktifitas pengelolaan 

sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, 

prinsip transparasi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti : 

• Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua 

proses-proses pelayanan publik, 

• Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai 

kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, 

• Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 

maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. 

Indikator transparansi menurut  (Kristianten, 2006) yakni kesediaan dan aksesibilitas 

dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka 

regulasi yang menjamin transparansi. 

 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk 

memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu menurut Budiardjo (1998).” 

Akuntabilitas adalah sejauh mana seseorang harus bertanggung jawab kepada otoritas 

yang lebih tinggi—hukum atau organisasi—untuk tindakan seseorang dalam 

masyarakat pada umumnya, atau khususnya pada dirinya sendiri didalam sebuah 

organisasi (Shafritz et al., 2017). 

Indikator akuntabilitas menurut (Manan, 2002) adalah sebagai berikut : 

• Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi 

warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku. 

• Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara 

mencapai sasaran suatu program 

• Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai 

• Kelayakan dan konsistensi dari target operasional 

• Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. 
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Akuntabilitas juga dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, 

dan perspektif sistem akuntabilitas (Rinaldi, 2016). (Kewo, 2017) memaparkan bahwa 

“one of the standards in the use of good administration is accountability”, yang 

artinya bahwa salah satu standard yang digunakan dalam tertib administrasi adalah 

akuntabilitas. Kualitas Informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah secara langsung 

dan positif mempengaruhi akuntabilitas keuangan (Ramdhani et al., 2016). 

 

 

METODE PENELITIAN 

Kajian penelitian ini diterjemahkan penulis ke dalam satu kerangka konseptual, 

dimana dalam kerangka konseptual ini kerangka berpikir penulis dibuat ke dalam suatu 

alur yang sistematis dalam proses penelitian. Adapun alur penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 5 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Sawit 

Latar Belakang Masalah 

Teori: 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa khususnya tujuan ADD 

salah satunya mengatasi kemiskinan  

Dan mengurangi kesenjangan. 

Praktek Dilapangan: 

Melalui tabel IDM, satu Desa sangat 

tertinggal, empat Desa Tertinggal dan 

hanya satu berkembang. 

GAP 

Rumusan Masalah: 

Apakah perangkat desa melakukan publikasi laporan keuangan dan laporan 

aktivitas? 

 Apakah perangkat desa melayani pertanyaan masyarakat terkait kebijakan? 

Apakah program desa sudah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat? Apakah perangkat desa bersikap adil? 

Apakah Program tidak merusak lingkungan? 

Apakah penyaluran dana sesuai dengan aturan pemerintah? 

 Landasan Teori : Dana Desa  

 Transparansi dan indikatornya 

 Akuntabilitas dan indikatornya 

METODE PENELITIAN 
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Gambar 1. Alur Penelitian 

 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber ke 

dua dan seterusnya. Data yang digunakan merupakan data time series dari tahun 2017-

2021 sebagai berupa data penerimaan ADD Kecamatan Sawit Seberang. Penelitian ini 

menggunakan data primer dengan mengambil sampel acak berjumlah 180 responden di 

enam desa yang ada di Kecamatan Sawit Seberang. 

 

Model Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Model Penelitian 

 

Hipotesis dalam Penelitian ini adalah: 

 

 

 

H1 Ada pengaruh langsung antara transparansi pengelolaan dengan 

manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa 

H2 Ada pengaruh langsung antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan 

manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa 

H3 Ada pengaruh langsung antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

Kuisioner menggunakan perpaduan 

skala linkert dan pertanyaan terbuka 

 

Analisis Data 

Menggunakan Metode Analisis 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Transparansi (X1) 

Akuntabilitas (X2) 

Manfaat yang 

meningkatkan 

Kesejahteraan 

Masyarakat Desa (Y1) 
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dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa 

secara simultan. 

 

Tabel 2 

Variabel Operasional dan Pengukuran  

Variabel 
Definisi 

Dimensi Indikator Pengukuran 

Transparansi 

(Variabel 

Bebas, X1) 

Organisasi bersifat terbuka 

(informasi mudah diakses). 

Informasi harus diungkapkan 

secara jujur, lengkap. 

Kebijakan perusahaan harus 

dikomunikasikan kepada 

pemberi amanah. 

− Laporan keuangan 

− Publikasi laporan 

− aktivitas 

Pengkomunikasian 

− Kebijakan kepada 

masyarakat 

Skala 

Ordinal 

Akuntablitas 

(Variabel  bebas, 

X2) 

Segala aktifitas harus 
memperhatikan    dan 
mengutamakan kesejahteraan 
masyarakat sebagai manifestasi 
tanggungjawab. Aktifitas 
organisasi dilaksanakan dengan 
adil. Aktifitas organisasi tidak 
merusak lingkungan sekitar. 
Pelaksaanan ADD sesuai 
dengan aturan pemerintah. 

− Program Desa yang 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat  

− Sikap adil 

− Program tidak 

merusak  lingkungan 

− Penyaluran sesuai 

aturan  pemerintah 

Skala 

Ordinal 

Kesejahteraan 
Masyarakat (Y) 

Dorongan yang berasal dari 
dalam diri seseorang terhadap 
sesuatu aktivitas agar dapat 
diterima dan diakui oleh 
lingkungan 

− Dorongan dalam 

diri individu 

− Motif sosial Faktor 

emosional 

Skala 

Ordinal 

Dana Desa 
yang dikelola 

Program yang berfokus pada 
pendayagunaan agar bisa 
mengurangi kemiskinan 
Bantuan disalurkan dalam 
bentuk pelatihan dan 
keterampilan untuk membentuk 
kemandirian ekonomi 

− Fokus program 

Pendayagunaan 

dana 

Skala 

Ordinal 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS 20, maka diperoleh hasil 

persamaan sebagai berikut: 

 

Y = 0,71 + 0,381X1 + 0.608 X2 + e 

 

Coefficien
tsa 

 

 

 

 

Model 

 

 

Unstandardize
d Coefficients 

Standar
diz 
ed 

Coeffici
ent s 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

Sig. B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) ,701 1,638  ,428 ,669 

TRANSPARAN
SI (X1) 

,381 ,049 ,363 7,752 ,000 

AKUNTABILITA
S (X2) 

,608 ,047 ,605 12,932 ,000 

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN DANA DESA 

 

1) Hubungan antara Transparansi dan Pengelolaan dana desa 

Untuk melihat apakah ada pengaruh langsung antara transparansi pengelolaan 

dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa. 

 

H0: Tidak ada pengaruh langsung antara transparansi dan pengelolaan dana desa, 

 H1: Ada pengaruh langsung antara transparansi dan pengelolaan dana desa. 

Hasil penghitungan SPSS diperoleh angka t penelitian sebesar 7.752. 

besarnya angka t tabel dengan ketentuan sebagai berikut taraf signifikansi 0,05 dan 

Nilai T table = (α/2;n-k-1) , = 0,05/2; 180-2-1 = 0,025; 177 = 1,97346 

t penelitian > t table = 7,752 > 1,97346 

 

Uji hipotesisnya, Jika t penelitian > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Jika t penelitian < t tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya, ada pengaruh 

langsung antara transparansi dengan pengelolaan dana desa. Besarnya pengaruh 

transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebesar 0,363 atau 36,3%. 

 

2) Hubungan antara Akuntabilitas dan Pengelolaan dana desa 

Untuk melihat apakah ada pengaruh langsung antara akuntabilitas pengelolaan 

dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa. 

 

H0: Tidak ada pengaruh langsung antara akuntabilitas dan pengelolaan dana desa,  

H1: Ada pengaruh langsung antara akuntabilitas dan pengelolaan dana desa. 
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Hasil penghitungan SPSS diperoleh angka t penelitian sebesar 12,932. 

besarnya angka t tabel dengan ketentuan sebagai berikut taraf signifikansi 0,05 

dan Nilai T table = (α/2;n-k-1) , = 0,05/2; 180-2-1 = 0,025; 177 = 1,97346 

t penelitian > t table = 12,932 > 1,97346 

 

Uji hipotesisnya, Jika t penelitian > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Jika t penelitian < t tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya, ada 

pengaruh langsung antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat yang 

mendorong kesejahteraan masyarakat desa.. Besarnya pengaruh 0,605 atau 60,5%. 

 

3) Uji F Simultan (Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat) 

Untuk melihat apakah ada pengaruh langsung antara transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat desa 

secara simultan. Hasil pengujian statistic F (uji simultan) pada variabel transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan 

masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

ANOVAa 

 

Model 

Sum of 

Squares 

 

df 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

1 Regression 973,879 2 486,939 185,978 .000b 
 Residual 463,433 177 2,618 

 Total 1437,311 179  

 

Hipotesisnya sebagai berikut: 

H0       : Tidak ada pengaruh langsung antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat. 

H1 : Ada pengaruh langsung antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana 

desa dengan manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat. 

 

Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan membandingkan 

besarnya angka F penelititan dengan F tabel. Cara kedua yaitu dengan membandingkan 

angka taraf signifikansi (sig) hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). 

Menggunakan cara pertama atau membandingkan besarnya angka F penelitian dengan 

F tabel. Caranya sebagai berikut: 

Pertama: Menghitung F penelitian 

F penelitian dari SPSS didapatkan sebesar 195,978 

Kedua: Menghitung F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

Nilai Ftabel =f(k; n-k), F=(2;180-2), Ftabel= (2;178)=3,05 dengan  

tingkat kesalahan 5% (0,05). 

Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 dan 

Jika F penelitian > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Jika F penelitian < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 
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Fhitung 185,987 > Ftabel 3,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan 

dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Ada 

pengaruh langsung antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan 

manfaat yang mendorong kesejahteraan masyarakat. 

 

4) Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi (R2) pada intinya adalah untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien 

determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Model Summary 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of

 the Estimate 

1 .823a ,678 ,674 1,618 

a. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS (X2) , TRANSPARANSI (X1) 

 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil uji koefien determinasi dari 

kebutuhan variabel memperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,678, yang berarti 

bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa 

sebesar 67,8 %. Sedangkan sisanya sebesar 32,2 % dijelaskan oleh variable lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan 

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh transparansi (X1) dan 

akuntabilitas (X2) terhadap pengelolaan dana desa (Y), maka peneliti telah melakukan 

penelitian tersebut melalui 180 responden. Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti 

guna menjawab permasalahan dengan judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Terhadap Manfaat Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi 

Kasus Desa-Desa di Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera 

Utara)” berdasarkan data yang diperolah oleh peneliti dengan menggunakan SPSS 20, 

maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa “Transparansi berpengaruh langsung terhadap pengelolaan dana 

desa”, terbukti bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap penelolaan 

dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel transparansi sebesar 

0,000 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 7,752 > ttabel 1,97346, dapat disimpulkan bahwa 

H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh langsung dan signifikan Transparansi 

Terhadap Pengelolaan Dana Desa. 

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Weny 

Ultafiah (2017), yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi 

Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di 

Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat”, menyatakan bahwa transparansi 
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berpengaruh posistif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di karenakan 

pengelolaan keuangan dana desa tanpa adanya keterbukaan pemerintah desa terkait dana 

desa akan menimbulkan fraud yang mengakibatkan kekacauan penatausahaan 

pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana desa. Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian dilakukan oleh (Sukmawati, 2019)yang berjudul Pengaruh Transparansi Dan 

Akuntanbilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa 

Di Kabupaten Garut), menyatakan bahwa prinsip transparansi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa yang ada di 

Kecamatan Sawit Seberang sudah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam 

pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden yang 

menjawab setuju dan sangat setuju pada setiap indikator pertanyaan yang disediakan. 

Banyak responden yang mengakui bahwa pemerintah Desa sudah transparan mengenai 

pengelolaan dana desa hal ini dibuktikan dengan adanya penyediaan informasi di papan 

pengumuman atau baliho mengenai program yang akan dilakukan dan anggarannya 

beserta realisasi programnya. 

 

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua menyatakan 

“ Akuntabilitas berpengaruh langsung terhadap pengelolaan dana desa”, terbukti bahwa 

akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar 0,000 < 0,05 dan 

nilai thitung sebesar 12,932 > ttabel 1,97346, maka dapat disimpulkan bahwa H2 

diterima. Artinya terdapat pengaruh langsung dan signifikan Akuntabilitas Terhadap 

Pengelolaan Dana Desa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alqodri, 2015) yang 

berjudul Akuntabilitas Keuangan, Penagawasan Dan Penyajian Laporan Keuangan 

Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Kota Dumai), 

menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan 

keuangan dana desa, dengan adanya prinsip akuntabilitas segala aktivitas yang 

dilakukan oleh aparatur desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penelitian ini 

juga sejalan dengan penellitian yang dilakukan oleh Faridah (2015) yang berjudul 

Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBDes), menunjukkan akuntabilitas berpengaruh 

positif terhadap pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik adalah 

pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

hingga pelaporan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang 

sangat penting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di 

Kecamatan Sawit Seberang. Hal itu di perkuat dari banyaknya jawaban setuju dan 

sangat setuju dari responden pada setiap item indikator. Adapun adanya pengaruh 

akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa karena pemerintah desa sebagai entitas 

telah merealisasikan prinsip akuntabilitas diantaranya telah melaksanakan pelaporan 

yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap standar 
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pelaporan.  

 

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa  

Dari hasil uji F (Simultan) yang menguji pengaruh seluruh variable independen 

(transparansi dan akuntabilitas) terhadap variabel dependen (pengelolaan dana desa) 

bahwa secara bersama-sama kedua variable bebas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel bebas dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai Fhitung 

185,987 >Ftabel 3,05, yang berarti H3 diterima. Jadi kesimpulannya adalah 

transparansi dan akuntabilitaas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, 

yang bermakna jika semakin baik transparansi dan akuntabilitas maka pengelolaan 

dana desa juga akan semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Weny, 2017) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, 

Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good 

Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat yang 

menyatakan bahwa secara parsial signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa, 

adapun  variabel akuntanbilitas, partisipasi, transparansi secara signifikan 

mempengaruhi pengelolaan dana desa sehingga mewujudkan good governance di desa 

Kecamatan Merapi Barat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Risya Umami (2017) yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntan bilitas 

Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Hasil penelitian ini menyatakan transparansi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

 

PENUTUP 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa enam Desa yang ada di Kecamatan 

Sawit Seberang sudah melakukan pengelolaan dana desa secara transparan dan 

akuntabel terlihat dari jawaban responden yang menjawab setuju dan sangat setuju dari 

indikator pertanyaan serta wawancara langsung kepada masyarakat desa di Kecamatan 

Sawit Sebrang dan melihat langsung program-program yang dilaksanakan disetiap desa 

di Kecamatan Sawit Sebrang. 

Penelitian ini juga menjawab pertanyaan peneliti terkait IDM (Indeks Desa 

Membangun) yang telah dipaparkan dilatar belakang, bahwa memang ada desa-desa 

yang tercatat Sangat Tertinggal karena mereka berada diwilayah perkebunan, dimana 

pembangunan tidak bisa dilakukan, sebagian besar wilayah tersebut dikuasai oleh 

perusahaan perkebunan, hal ini yang menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan 

untuk wilayah pedesaan tersebut. Kerena adanya regulasi penerintah tidak bisa ikut 

campur. Ada banyak indikator untuk menilai transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa dengan manfaat mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan 

semakin meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa 

maka semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui 

program-program yang dilaksakan sesuai dengan indikator transparan dan akuntabel. 
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